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Pemberdayaan aparatur merupakan salah satu strategi yang tepat untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan dan memberikan penghargaan kepada unit-unit pelayanan yang dipandang 
mampu dalam memberikan pelayanan yang berkualitas di segala bidang. Dengan menggunakan 
metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2017), penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pelayanan publik di Kelurahan Bahu 
Kecamatan Malalayang Kota Manado. Kualitas pelayanan disini akan dikaji dengan menggunakan 
pendekatan yang dikemukakan oleh Zeithaml dkk (1990) yang memberikan 5 dimensi bagaimana 
mengukur kualitas pelayanan, yaitu: Tangible, Reliability, Responsiviness, Assurance, dan Empathy. 
Temuan penelitian menggambarkan bahwa dilihat dari: (1)Dimensi Tangible (Bukti Fisik) yang 
mempunyai indikator penampilan, kenyamanan, kemudahan, dan penggunaan alat bantu sudah 
diterapkan, namun ada indikator yang belum sepenuhnya di laksanakan yaitu mengenai 
kenyamanan tempat pelayanan. (2) Dimensi Reliability (Keandalan) yang mempunyai indikator 
kecermatan, standar pelayanan yang jelas, kemampuan, dan keahlian sudah diterapkan, namun ada 
indikator yang belum berjalan sesuai harapan masyarakat yaitu mengenai keahlian pegawai dalam 
menggunakan alat bantu pelayanan. (3) Dimensi Responsiviness (Ketanggapan) dan Dimensi 
Assurance (Jaminan) yang mempunyai indikator jaminan tepat waktu dan jaminan kepastian biaya 
sudah diterapkan sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal ini terbukti karena tidak ada keluhan 
dari pengguna layanan terkait indikator dalam dimensi tersebut. (4) Dimensi Empathy (Empati) 
yang mempunyai indikator mendahulukan kepentingan pengguna layanan, ramah sopan santun, 
tidak diskriminatif, dan menghargai sudah diterapkan, namun ada indikator yang belum berjalan 
sesuai harapan masyarakat yaitu mengenai ketidakramahan pegawai layanan dalam melayani 
pengguna layanan. (5) Dimensi Empathy (Empati) Masih ada beberapa pengguna layanan yang 
belum memberikan senyuman dan sapaan kepada pengguna layanan yang akan melakukan proses 
pelayanan. Masih dirasakan oleh pengguna layanan yang mendapatkan ketidakramahan pegawai 
layanan. 
 




Apparatus empowerment is one of the right strategies to improve service quality and to 
reward service units that are considered capable of providing quality services in all fields. By using a 
qualitative method with a qualitative descriptive type of research (Sugiyono, 2017), this study aims to 
determine the description of the implementation of public services in Shoulder Village, Malalayang 
District, Manado City. Service quality here will be examined using the approach proposed by Zeithaml 
et al (1990) which provides 5 dimensions of how to measure service quality, namely: Tangible, 
Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy. The research findings illustrate that seen from: 
(1) Tangible dimensions (physical evidence) which have indicators of appearance, comfort, ease, and 
use of assistive devices have been applied, but there are indicators that have not been fully 
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implemented, namely regarding the comfort of the service place. (2) The Reliability dimension which 
has indicators of accuracy, clear service standards, capabilities, and expertise has been implemented, 
but there are indicators that have not gone according to community expectations, namely regarding 
the expertise of employees in using service aids. (3) Responsiviness and Assurance Dimensions which 
have indicators of timely guarantee and guarantee of cost have been implemented according to the 
wishes of the community. This is proven because there are no complaints from service users regarding 
indicators in these dimensions. (4) Dimensions of Empathy (Empathy) which have indicators of 
prioritizing the interests of service users, friendly courtesy, non-discrimination, and respect have been 
implemented, but there are indicators that have not worked according to community expectations, 
namely regarding the unfriendliness of service employees in serving service users. (5) Dimensions of 
Empathy (Empathy) There are still some service users who have not given smiles and greetings to 
service users who will carry out the service process. Service users still feel the unfriendliness of service 
employees. 
 




               Pelayanan publik merupakan segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar 
sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara atau penduduk atas suatu barang,jasa dan 
pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan 
kepentingan publik. Dalam penyelenggaraan pelayan publik,aparatur pemerintah 
bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka 
menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang 
terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran 
pajak,retribusi dan berbagai pungutan lainnya. Salah satu  tugas pokok pemerintah yang terpenting 
adalah  memberikan pelayanan kepada masyarakat,karena itu organisasi pemerintah sering 
disebut sebagai ‘pelayan masyarakat’ (public servants). Dengan kata lain,bahwa pemerintah pada 
hakekatnya merupakan pelayan masyarakat. 
Pelayanan publik adalah salah satu fungsi penting pemerintah selain regulasi,proteksi dan 
distribusi. Pelayanan publik merupakan proses sekaligus output yang menunjukkan bagaimana 
fungsi pemerintah di jalankan. 
Sejalan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 tentang pelayanan publik yang 
menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 
negara dan penduduk atas barang,jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik. 
Pelayanan publik sebenarnya memiliki kisaran yang sangat luas, yaitu mencakup pelayanan 
untuk memenuhi kebutuhan barang publik,kebutuhan dan hak dasar,kewajiban pemerintah dan 
komitmen nasional. Dalam konteks penyelenggaraan pelayan publik, pemerintah merupakan aktor 
pertama dan utama yang bertanggungjawab dalam upaya pemenuhan hak-hak rakyat. Hal ini, 
dilakukan karena pelayanan publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban 
pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu, Undang-undang Dasar 1945 
mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi 
kesejahteraannya sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik 
buruknya penyelenggaran publik. Meningkatnya kebutuhan masyarakat membuat para pelayan 
publik harus lebih baik dalam memberikan pelayanan dengan maksud untuk memperbaiki dan 
meningkatkan pelayanan publik. Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana tercipta 
hubungan yang dinamis antara pengguna maupun pemberi layanan,baik jasa. Pelayanan publik 
berkaitan erat dengan daya tanggap,ketepatan waktu, dan sarana prasarana yang tersedia. Apabila 
layanan yang diberikan sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna layanan,maka dapat 
dikatakan pelayanan tersebut merupakan pelayanan yang berkualitas. Sebaliknya jika layanan yang 
diberikan tidak sesuai dengan harapan pengguna layanan,maka dapat dikatakan pelayanan 
tersebut tidak berkualitas. Baik buruknya kualitas layanan bukan berdasarkan sudut pandang atau 
persepsi penyedia jasa/layanan melainkan berdasar pada persepsi konsumen dan aturan atau 
ketentuan tentang kualitas pelayanan. 
Dalam peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang pemerintah 
kelurahan yang merupakan dasar dalam menuju masyarakat yang berkembang yaitu kelurahan 
tidak lagi menjadi level,administrasi, tidak jadi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi masyarakat 
mandiri. Sehingga setiap masyarakat yang berada di lingkungan masyarakat berhak untuk 
berbicara dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan kepentingannya sendiri. Di sini harus di 
pahami bahwa kelurahan merupakan suatu kesatuan hukum yang memiliki hak dan kekuasaan 
dalam mengatur dan melayani semua kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya menuju 
kesejahteraan. 
Pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat di harapkan menjadi lebih responsif 
terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri, dimana paradigma pelayanan masyarakat yang telah 
berjalan selama ini beralih dari pelayanan yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang memberi 
fokus pada pengelolaan yang berorientasi kepuasan masyarakat sebagai berikut : 
1. Lebih memfokuskan diri kepada fungsi pengaturan melalui kebijakan  yang memfasilitasi 
berkembangnya kondisi kondusif bagi pelayanan masyarakat. 
2. Lebih memfokuskan diri kepada pemberdayaan aparatur kelurahan dan masyarakat sehingga 
masyarakat juga mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan 
yang di bangun bersama. 
3. Menerapkan sistem kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan tertentu sehingga masyarakat 
memperoleh pelayanan yang berkualitas. 
4. Terfokus pada pencapaian visi misi tujuan dan saran yang berorientasi pada hasil. Sesuai 
dengan masukan atau aspirasi yang diharapkan masyarakat. 
5. Lebih mengutamakan pelayanan apa yang diinginkan oleh masyarakat. 
6. Memberi akses kepada masyarakat dan responsif terhadap pendapat dari masyarakat tentang 
pelayanan yang di terimanya. 
Namun di lain pihak, pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintahan kepada 
masyarakat di harapkan juga memiliki: Dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya, 
perencanaan dalam pengambilan keputusan, tujuan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, di 
tuntut untuk akuntabel dan transparan kepada masyarakat dan standarisasi pelayanan yang baik 
kepada masyarakat. Semenjak gerakan reformasi digulir dalam rangka merubah struktur kelurahan 
menuju demokrasi dan desentralisasi, maka kebutuhan masyarakat terhadap suatu pelayanan 
prima dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah kelurahan menjadi sangat penting. Di awali 
dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan selanjutnya dilakukan revisi menjadi Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004, yang telah dijadikan landasan yuridis untuk menggeser fokus 
politik ketatanegaraan, diawali desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah. Dan 
sekarang menjadi peraturan republik Indonesia Nomor 73 tentang pemerintahan kelurahan. 
Inti dari Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut adalah penyelenggaraan 
pemerintahan lokal yang menekankan pada prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat, 
pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman budaya yang di miliki 
oleh daerah masing-masing. Perencanaan pembangunan di daerah kelurahan tidak dapat 
dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintah kelurahan yang merupakan unit terdepan dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak trategis dalam keberhasilan 
seluruh program pembangunan. Karena itu upaya untuk memperkuat dan memberdayakan 
pemerintah ditingkat kelurahan merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan bagi masyarakat sebagai tujuan dalam program pembangunan di kelurahan.  
Konsep pemberdayaan pemerintah kelurahan ini dapat dilakukan melalui program 
peningkatan kualitas dan kemampuan aparatur pemerintah setempat. Hal ini sangat penting 
mengingat kelurahan atau desa merupakan unit pemerintahan yang terkecil dalam tata 
pemerintahan yang ada dalam negara kesatuan republik Indonesia dan langsung berhubungan 
dengan masyarakatnya. Dengan demikian diharapkan bahwa aparat pemerintahan khususnya pada 
tingkat kelurahan dapat meningkatkan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat.  
Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah belum dapat memenuhi 
kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih ada keluhan dari masyarakat 
mengenai diskriminasi pelayanan. Sebagai contoh adanya masyarakat yang dipersulit ketika 
mengurus KTP seperti dikenakan biaya ekstra untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat. 
Selain itu keluhan lain yang diungkapkan pengguna layanan yaitu adanya kepastian waktu sehingga 
mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan. Ketidakpastian waktu dapat menimbulkan citra 
yang tidak baik,mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah 
perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Pelayanan yang baik kepada masyarakat 
harus didukung oleh pegawai-pegawai yang handal,komponen,mampu memahami serta dapat 
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang tanggungjawab yang dibebankan 
kepadanya.  
Selain itu mereka harus memiliki komitmen dan tanggungjawab moral kepada masyarakat. 
Masyarakat tentunya ingin mendapatkan kualitas pelayanan yang baik dari pemerintah. Pelayanan 
yang baik atau pelayanan yang berkualitas yang biasa disebut dengan pelayanan prima merupakan 
pelayanan yang memenuhi standar kualitas pelayanan.  
Pemberdayaan aparatur merupakan salah satu strategi yang tepat untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan dan memberikan penghargaan kepada unit-unit pelayanan yang dipandang 
mampu dalam memberikan pelayanan yang berkualitas di segala bidang. Suatu organisasi akan 
dapat menjalankan tugas fungsinya dengan efektif dan efisien apabila didukung oleh aparatur yang 
memiliki komponen sesuai dengan bidang tugasnya. Hal ini diharapkan menjadi kunci keberhasilan 
dalam penyedia pelayanan. Berbagai bentuk pelayanan, baik berupa barang,jasa dan administratif 
sangat di tentukan berbagai pegawai dalam organisasi tersebut melakukan pekerjaannya. Oleh 
sebab itu menjadi tantangan bagi organisasi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, yaitu 
bagaimana mengelolah pegawai dengan sebaik-baiknya. Strategi yang biasa dilakukan dalam 
pengelolaan pegawai untuk mewujudkan pelayanan yang optimal adalah pemberdayaan pegawai. 
Hal ini merupakan suatu proses untuk mengikut sertakan para pegawai di semua level dalam 
pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. 
Berdasarkan  pengamatan yang dilakukan penulis, sekarang ini kualitas pelayanan yang 
diberikan kepada masyarakat telah mengalami penurunan kualitas dan perlu diadakan 
perbaikan,bila dilihat dari sisi efisiensi dan efektifitas, kesamaan perlakuan maka pelayanan yang di 
berikan masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat dan masih memiliki banyak kelemahan. 
Penulis menemukan masalah terkait pelayanan publik yaitu mengenai jangka waktu 
pelayanan,ketidakadaan aparatur pelaksanaan tugas di kelurahan. Ketidakadaan petugas ini 
menyebabkan pengguna layanan harus menunggu dan bahkan pelayanannya dilakukan oleh 
pegawai lain. Ketidakramahan pegawai kepada pengguna layanan yang datang dan respon pegawai 
yang tidak tanggap dengan masyarakat yang ingin melakukan pelayanan dan belum mengerti 
tentang prosedur pelayanan. 
Dengan demikian pemberdayaan aparatur pemerintahan merupakan suatu usaha untuk 
meningkatkan kinerja aparatur untuk mencapai hasil secara optimal. Untuk itu berdasarkan uraian 
diatas maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan pokok pembahasan yang 






Pemberdayaan merupakan perubahan yang terjadi pada falsafah manajemen yang dapat 
membantu menciptakan suatu lingkungan dimana setiap individu dapat menggunakan kemampuan 
dan energinya untuk meraih tujuan organisasi. 
Sumodiningrat dalam Totok dan Poerwoko (2019:33) yang di kutip dalam buku 
“Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik memberikan pengertian yaitu : 
“Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi 
kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumberdaya,yang berupa : 
modal,teknologi,informasi,jaminan pemasaran,dll. Agar mereka mampu memajukan dan 
mengembangkan usahanya,sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan 
kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraannya”. 
 
B. Aparatur Kelurahan 
Aparatur adalah perangkat aparat atau alat negara dan pemerintah atau alat kelengkapan 
negara terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang 
mempunyai tanggungjawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Aparatur merupakan 
salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu lembaga pemerintahan disamping faktor lain 
seperti uang, alat-alat yang berbasis teknologi misalnya komputer dan internet dan merupakan aset 
yang paling penting yang harus dimiliki oleh suatu instansi pemerintah dimana untuk 
menghasilkan kinerja yang lebih baik dan efisien dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. 
Oleh karena itu sumber daya aparatur harus dikelola dengan baik untuk mewujudkan profesional 
aparat dalam melaksanakan pekerjaan. Hal ini sejalan dengan Soewarno Handayaningrat bahwa : 
“Aparatur adalah aspek-aspek administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan 
atau negara sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. Dalam peraturan Menteri pendayagunaan 
Aparatur Negara No 87/M.PAN/8/2005 tentang pedoman peningkatan pelaksanaan efisiensi, 
penghematan dan disiplin kerja menteri pendayagunaan aparatur negara, menyebutkan dalam 
penyelenggara pemerintahan, aparatur negara adalah aparatur yang bertanggungjawab 
mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. 
Pemberdayaan aparatur adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan melalui 
penggandaan,karir,diklat,sistem penggajian serta pengelolaan administrasi yang dipergunakan 
kepada pegawai negeri sehingga unsur aparatur diserahi tugas dalam suatu jabatan. Berdasarkan 
dari pengertian yang dikemukakan diatas bahwa ada 5 unsur pemberdayaan aparatur yaitu : 
1. Penggandaan 
Penggandaan aparatur adalah proses penarikan, seleksi, penempatan,dan orientasi untuk 
mendapatkan aparatur yang efektif dan efisien untuk membantu pencapaian tujuan suatu instansi 
pemerintahan. 
2. Pembinaan Karir 
Pembinaan karir adalah konsekuensi kedudukan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang 
dalam kehidupan aparatur,di mulai sejak pertama kali di angkat sebagai aparat tetap sampai usia 
pensiun setelah mana yang bersangkutan meninggalkan kejayaannya. 
3. Diklat 
Diklat dalam jabatan dilaksanakan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar 
dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. 
4. Penggajian 
Sistem penggajian merupakan suatu sistem dari prosedur dan pencatatan pembayaran gaji 
secara efektif dan efisien yang berguna untuk mempercepat dan tepat dalam penggajian aparatur. 
5. Pengelolaan Administrasi 
Pengelolaan administrasi merupakan sekelompok kegiatan manusia melalui tahap-tahap yang 
teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien,dengan menggunakan saran yang dibutuhkan untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan. 
Pemerintah kelurahan merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan,karena 
dikatakan ujung tombak pemerintahan pada kelurahan. Aparatur pemerintah akan langsung 
berhadapan dengan masyarakat secara nyata. Hal ini lebih jelas lagi dalam uraian berikut : 
“Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kerja daerah Kabupaten dan atau 
Kota di bawah Kecamatan” (UU No 32 Tahun 2004), kemudian pemerintah kelurahan terdiri dari 
kepala kelurahan dan perangkat kelurahan. Perangkat kelurahan terdiri dari sekretaris kelurahan 
dan kepala-kepala lingkungan. Kesemua aparatur pemerintahan kelurahan inilah yang akan 
melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. 
 
C. Pelayanan Publik 
Pelayanan publik berasal dari kata Publik yang berarti mengenai orang atau masyarakat yang 
berhubungan atau mempengaruhi suatu bangsa,negara atau komunitas. Pelayanan publik adalah 
kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,jasa dan atau pelayanan 
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
Dalam suatu lembaga pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat,pelayanan 
publik merupakan salah satu unsur penting. Pelayanan dapat diartikan sebagai pemberian 
(melayani) keperluan perorangan atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi 
itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan. 
Pelayanan publik menjadi sorotan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki tiga makna,  
1. Perihal atau cara melayani;  
2. Usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan atau uang;  
3. Kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.  
Pelayanan publik merupakan salah satu kebutuhan dalam rangka pemenuhan pelayanan 
sesuai peraturan perundang-undangan. Pemenuhan kebutuhan merupakan hak dasar bagi setiap 
warga negara dan penduduk untuk mendapatkan pelayanan atas  barang,jasa dan administratif 
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan maksimal. 
Menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2007:4-5) pengertian pelayanan publik atau 
pelayanan umum adalah: 
Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa 
pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi 
tanggungjawab dan dilaksanakan instansi pemerintah pusat di daerah,dan di lingkungan Badan 
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah,dalam upaya pemenuhan kebutuhan 
masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Berdasarkan keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara No 63 Tahun 2003, 
didefinisi dari pelayanan umum adalah : Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi 
pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha 
Milik Daerah dalam bentuk barang atau jasa,baik dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Sedangkan menurut Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 UU No 25/2009, yang dimaksud 
dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 
penduduk atas barang,jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik. 
 
D. Kualitas Pelayanan Publik 
Kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dimana pelayanan mempertemukan atau 
memenuhi atau bahkan melebihi dari apa yang menjadi harapan konsumen dengan sistem kinerja 
aktual dari penyedia jasa. Keberhasilan proses pelayanan publik sangat tergantung pada dua pihak 
yaitu birokrasi (pelayan) dan masyarakat (yang dilayani). Dengan demikian untuk melihat kualitas 
pelayanan publik perlu diperhatikan dan dikaji dua aspek pokok yakni aspek proses internal 
organisasi birokrasi (pelayan) dan aspek eksternal organisasi yakni kemanfaatan yang dirasakan 
oleh masyarakat pelanggan. 
Menurut Zeithaml dkk 1990 dalam Hardiyansyah (2011:46-47) kualitas pelayanan dapat 
diukur dari 5 dimensi, yaitu : 
1. Tangible (Berwujud) 
2. Reliability (Keandalan) 
3. Responsiviness (Ketanggapan) 
4. Assurance (Jaminan) 
5. Empathy (Empati) 
Kualitas pelayanan publik menunjukkan suatu kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh 
penyedia layanan (provider) yang dalam hal ini adalah pemerintah, untuk memasarkan atau 
mendistribusikan produk dengan mengutamakan kepuasan dan harapan masyarakat sebagai 
pelanggan (demander) yang dalam hal ini adalah yang diperintah, sesuai dengan standar pelayanan 
dan asas-asas pelayanan publik. 
Menurut Supriyono (2011), pelayanan publik yang berkualitas memiliki beberapa kriteria 
dan indikator sebagai berikut:  
1. Tepat dan relevan, artinya pelayanan harus mampu memenuhi profesi,harapan dan 
kebutuhan individu atau masyarakat. 
2. Tersedia dan terjangkau, artinya pelayanan harus dapat di jangkau oleh setiap orang atau 
kelompok yang medapat prioritas. 
3. Dapat menjamin rasa keadilan, artinya terbuka dalam memberi perlakuan terhadap individu 
atau sekelompok orang dalam keadaan yang sama. 
4. Dapat di terima, artinya pelayanan memiliki kualitas apabila di lihat dari teknis atau 
cara,kualitas,kemudahan, kenyamanan, menyenangkan dapat di andalkan, tepat waktu,cepat, 
responsif dan manusiasi. 
5. Ekonomis dan efisien,artinya dari sudut pandang pengguna pelayanan dapat dijangkau 
dengan tarif dan pajak oleh semua lapisan masyarakat. 
6. Efektif,artinya menguntungkan bagi pengguna dan jasa lapisan masyarakat.  
Standar kualitas pelayanan yang digunakan oleh sebuah organisasi mungkin saja tidak 
berlaku untuk sebuah organisasi yang lain. Karena pada dasarnya standar pelayanan yang 
digunakan berbeda,tergantung dengan kebijakan serta arah dari organisasi tersebut. Apabila jasa 
yang diterima atau dirasakan (perceived service) sesuai dengan  yang diharapkan,maka kualitas 
pelayanan dipersiapkan baik atau memuaskan. Pemberian pelayanan yang baik merupakan salah 
satu upaya penyedia pelayanan untuk menciptakan kepuasan bagi para penerima pelayanan. Jika 
layanan yang diterima atau yang dirasakan sesuai dengan harapan penerima layanan maka dapat 
dikatakan pemberi layanan tersebut mempunyai kualitas yang baik,tetapi sebaliknya jika layanan 
yang diterima atau yang dirasakan lebih rendah dari pada yang diharapkan maka dapat dikatakan 
kualitas layanan itu buruk.  
Kualitas menurut Fandy Tjiptono (2007:24) adalah suatu kondisi dinamis yang berpengaruh 
dengan produk,jasa,manusia,proses dan lingkungan yang memenuhi harapan,sehingga kualitas 
pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta 
ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. Kualitas pelayanan dapat 
diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang mereka 
terima dengan pelayanan yang sesungguhnya yang mereka harapkan. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  (Sugiyono:2017), yang akan 
mendeskripsikan dan menguraikan pemberdayaan aparatur dalam meningkatkan kualitas 
pelayanan publik di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang. Kualitas pelayanan akan dikaji dengan 
menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Zeithaml dkk (1990) yang memberikan 5 
dimensi bagaimana mengukur kualitas pelayanan, yaitu: Tangible, Reliability, Responsiviness, 
Assurance, dan Empathy. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan melakukan reduksi data, dilanjutkan 




Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Manado Kualitas 
pelayanan publik merupakan usaha untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan 
produksi, jasa, manusia, proses, lingkungan, dan yang menjadi kebutuhan serta keinginan 
konsumen baik itu berupa barang dan jasa yang diharapkan dapat memenuhi harapan dan 
kepuasan masyarakat sebagai pelanggan. Kualitas pelayanan secara umum harus memenuhi 
harapan-harapan pelanggan dan memuaskan kebutuhan mereka. Namun, demikian meskipun 
definisi ini berorientasi pada pengguna layanan, tidak berarti bahwa dalam menentukan kualitas 
pelayanan penyedia jasa pelayanan harus menuruti semua keinginan konsumen. Kualitas 
pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi pengguna layanan atas 
pelayanan yang mereka terima dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan. Pelayanan 
yang berkualitas dapat dinilai dari dimensi-dimesi Pelayanan sebagai berikut: 
1. Dimensi Tangible (Bukti Fisik).  
Dimensi ini merupakan kemampuan suatu penyedia layanan dalam menunjukkan 
eksistensinya pada masyarakat. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik 
perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan 
oleh penyedia jasa yang meliputi fasilitas fisik tempat pelayanan tersebut, teknologi (peralatan dan 
perlengkapan yang dipergunakan) serta penampilan pegawai dalam melayani pengguna layanan. 
Secara singkat dapat diartikan sebagai penampilan fasilitas fisik, peralatan, dan personil. Pada 
penelitian ini, dimensi tangibel ditentukan oleh indikator-indikator yaitu penampilan aparatur saat 
melaksanakan tugas pelayanan, kenyamanan tempat melakukan pelayanan, kemudahan dalam 
proses pelayanan, kedisiplinan pegawai dalam melakukan pelayanan, kemudahan akses pelanggan 
dalam permohonan pelayanan, dan penggunaan alat bantu dalam pelayanan. 
Pelayanan publik di Kantor Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Manado sudah 
menerapkan dimensi Tangible beserta indikatornya. Penilaian kualitas publik yang sudah berjalan 
sesuai harapan masyarakat dalam dimensi ini antara lain penampilan aparatur saat melaksanakan 
tugas pelayanan, kemudahan dalam proses pelayanan, kedisiplinan pegawai dalam melakukan 
pelayanan, kemudahan akses pelanggan dalam permohonan pelayanan, dan penggunaan alat bantu 
dalam pelayanan. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat indikator yang belum berjalan 
sesuai harapan masyarakat seperti kenyamanan tempat dalam melakukan pelayanan contohnya 
tidak adanya pendingin ruangan atau AC yang ketika siang hari serta ruangan penuh dengan 
pengguna layanan yang mengantri maka suasana akan menjadi panas. Selain AC, banyak dijumpai 
kertas-kertas yang masih berserakan di atas meja pelayanan yang membuat tempat pelayanan 
terlihat berantakan. Kenyamanan tempat pelayanan sangat mempengaruhi proses pelayanan. 
Penyedia layanan harus lebih memperhatikan kenyamanan untuk penyedia layanan karena jika 
pengguna layanan sudah merasa nyaman dengan yang sudah disediakan maka akan berpengaruh 
baik bagi penyedia layanan, tetapi sebaliknya jika pengguna layanan masih merasa belum nyaman 
maka akan berpengaruh buruk bagi penyedia layanan. 
  
2. Dimensi Reliability (Keandalan). 
Dimensi ini merupakan kemampuan penyedia layanan untuk memberikan pelayanan sesuai 
yang dijanjikan secara tepat dan terpercaya. Keandalan pegawai dalam memberikan pelayanan 
sangat membantu masyarakat dalam  menerima pelayanan dengan cepat dan mudah. Keandalan 
dapat dilihat dari kecermatan dalam melayani, kemampuan dan keahlian pegawai dalam 
menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan. Keandalan merupakan kemampuan memberikan 
layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Pada penelitian ini, dimensi 
reliability ditentukan oleh indikator-indikator yaitu kecermatan pegawai dalam melayani pengguna 
layanan, kelurahan memiliki standar yang jelas atau tidak, kemampuan pegawai dalam 
menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan, keahlian pegawai dalam proses pelayanan. 
Pelayanan publik di Kantor Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Manado sudah menerapkan 
dimensi reliability. Penilaian kualitas publik yang sudah berjalan sesuai harapan masyarakat dalam 
dimensi ini antara lain kecermatan pegawai dalam melayani pengguna layanan, kelurahan  
memiliki standar yang jelas atau tidak, kemampuan pegawai dalam menggunakan alat bantu dalam 
proses pelayanan. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat indikator yang belum berjalan 
sesuai harapan masyarakat seperti keahlian pegawai dalam menggunakan alat bantu dalam proses 
pelayanan karena pegawai yang ada di kantor pelayanan bukan dari seksi pelayanan, namun dari 
seksi lain yang ada di Kelurahan Bahu. Dalam pelaksanaan pelayanan, masyarakat yang akan 
menilai bagaimana kinerja dan kemampuan pegawai dalam melaksanakan proses pelayanan. 
Keahlian pegawai di kantor kelurahan Bahu sangat diperlukan karena keahlian pegawai ini yang 
akan menjadi penentu keberhasilan pelayanan. Kemampuan pegawai dalam menggunakan alat 
bantu di kelurahan Bahu masih belum semuanya menguasai ditunjukkan dengan sedikitnya tenaga 
ahli yang mampu menggunakan alat bantu pelayanan seperti komputer dan perangkatnya. 
Kemampuan dan sumber daya pegawai di kantor kelurahan Bahu masih sangat terbatas, selain itu 
ketiadaan pegawai dalam pelaksanaan pelayanan menghambat kinerja pelayanan. Permasalahan 
tersebut tentunya harus menjadi perhatian penyedia layanan dalam mengoptimalkan kinerja 
pegawai, karena standard operating procedure tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan apabila 
tidak diimbangi dengan kehandalan atau kemampuan pegawai yang baik dalam melayani 
masyarakat. 
 
3.  Dimensi Responsiviness (Ketanggapan). 
Dimensi ini merupakan kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat 
dan tepat kepada pengguna layanan, dengan penyampaian informasi yang berkaitan dengan 
keperluan pelayanan dengan  jelas. Membiarkan konsumen menunggu tanpa alasan yang jelas 
menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan. Secara singkat dapat diartikan 
sebagai kemauan untuk membantu pengguna layanan dengan baik dan cepat. Pelayanan publik di 
kelurahan Bahu sudah menerapkan dimensi Responsiviness beserta indikatornya. Penilaian 
kualitas publik yang sudah berjalan sesuai harapan masyarakat dalam dimensi ini antara lain 
merespon setiap pengguna layanan yang ingin mendapatkan pelayanan, pegawai melakukan 
pelayanan dengan cepat, pegawai melakukan pelayanan dengan tepat, pegawai memberikan 
pelayanan dengan cermat, pegawai melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat, dan semua 
keluhan pengguna layanan direspon oleh pegawai layanan. Daya tanggap adalah kesediaan pegawai 
pelayanan untuk membantu pengguna layanan dan menyelenggarakan pelayanan secara tepat 
waktu. Daya tanggap berkaitan dengan ketanggapan petugas yang akan meningkatkan kenyamanan 
pengguna layanan, ini sebagai salah satu pendorong keberhasilan pelayanan, daya tanggap 
pelaksanaan pelayanan akan mempengaruhi hasil kinerja sebab jika pelaksanaan pelayanan 
didasari oleh sikap, keinginan dan komitmen untuk melaksanakan pelayanan dengan baik, maka 
akan tercipta peningkatan kualitas pelayanan yang semakin baik.  
 
 
4. Dimensi Assurance (Jaminan). 
Dimensi ini merupakan jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan 
kemampuan para pegawai pelayanan untuk menumbuhkan rasa percaya pengguna layanan kepada 
penyedia layanan. Terdiri dari komponen komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan 
sopan santun. Secara singkat dapat diartikan sebagai pengetahuan dan keramahtamahan pengawai 
dan kemampuan pegawai untuk dapat dipercaya dan diyakini. Pelayanan publik di kelurahan Bahu 
Kecamatan Malalayang Kota Manado  sudah menerapkan dimensi Assurance berserta indikatornya. 
Penilaian kualitas publik yang sudah berjalan sesuai harapan masyarakat dalam dimensi ini antara 
lain pegawai memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan, pegawai memberikan jaminan 
biaya dalam pelayanan, petugas memberikan jaminan kepastian biaya dalam pelayanan. Jaminan 
yang diberikan penyedia layanan berkaitan dengan kemampuan penyedia layanan yang 
memberikan rasa kepercayaan yang tinggi kepada pengguna layanan, sifat dipercaya yang dimiliki 
para pegawai. Jika pengguna layanan sudah diberikan jaminan terkait pelayanan, maka akan 
menumbuhkan kepercayaan pengguna layanan penyedia layanan.  
 
5.  Dimensi Empathy (Empati).  
Dimensi ini memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang 
diberikan kepada pengguna layanan dengan berupaya memahami keinginan pengguna layanan 
dimana penyedia layanan diharapkan memiliki suatu pengertian dan pengetahuan tentang 
pengguna layanan, memahami kebutuhan pengguna layanan secara spesifik, serta memiliki waktu 
pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. Secara singkat dapat diartikan sebagai usaha untuk 
mengetahui dan mengerti kebutuhan pengguna layanan secara individual. Pelayanan publik di 
Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado sudah menerapkan dimensi Empathy 
berserta indikatornya. Penilaian kualitas publik yang sudah berjalan sesuai harapan masyarakat 
dalam dimensi ini antara lain mendahulukan kepentingan pengguna layanan, pegawai melayani 
dengan sopan santun, pegawai melayani dengan tidak diskriminatif, dan petugas melayani serta 
menghargai setiap pengguna layanan. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat indikator yang 
belum berjalan sesuai harapan masyarakat seperti pegawai pelayanan belum melayani dengan 
sikap ramah. Masih ada beberapa pengguna layanan yang belum memberikan senyuman dan 
sapaan kepada pengguna layanan yang akan melakukan proses pelayanan. Masih dirasakan oleh 
pengguna layanan yang mendapatkan ketidakramahan pegawai layanan. Pengguna layanan tidak 
akan merasa puas jika pegawai tidak memberikan keramahan kepada pengguna layanan yang akan 
melakukan proses pelayanan. Salah satu faktor utama kesuksesan dalam pelayanan adalah 
keramahan kepada pengguna layanan yang salah satu contohnya dengan tersenyum dan menyapa, 
dengan senyuman dan sapaan maka pengguna layanan akan merasa bahwa dirinya telah 
diperhatikan dan dari situ muncul dari dalam hati pengguna layanan bahwa pengguna layanan 
akan merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan. Keramahan 
memang bukan aset, tetapi keramahan adalah kunci sukses untuk penyedia layanan menjalin 




1. Dimensi Tangible (Bukti Fisik) yang mempunyai indikator penampilan, kenyamanan, 
kemudahan, dan penggunaan alat bantu sudah diterapkan, namun ada indikator yang belum 
sepenuhnya di laksanakan yaitu mengenai kenyamanan tempat pelayanan.  
2. Dimensi Reliability (Keandalan) yang mempunyai indikator kecermatan, standar pelayanan yang 
jelas, kemampuan, dan keahlian sudah diterapkan, namun ada indikator yang belum berjalan 
sesuai harapan masyarakat yaitu mengenai keahlian pegawai dalam menggunakan alat bantu 
pelayanan.  
3. Dimensi Responsiviness (Ketanggapan) dan Dimensi Assurance (Jaminan) yang mempunyai 
indikator jaminan tepat waktu dan jaminan kepastian biaya sudah diterapkan sesuai dengan 
keinginan masyarakat. Hal ini terbukti karena tidak ada keluhan dari pengguna layanan terkait 
indikator dalam dimensi tersebut. 
4. Dimensi Empathy (Empati) yang mempunyai indikator mendahulukan kepentingan pengguna 
layanan, ramah sopan santun, tidak diskriminatif, dan menghargai sudah diterapkan, namun ada 
indikator yang belum berjalan sesuai harapan masyarakat yaitu mengenai ketidakramahan 




Anwas, M. Oos. 2013. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung: Alfabeta 
Ambar Teguh Sulistiyani. 2004. Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan.Yogyakarta: Gava Media 
Barata, Atep Adya. 2003. Dasar-dasar Pelayanan Prima. Jakarta: Elex Media 
Gaspersz, V. 2011. Manajemen Kualitas.Jakarta: Gramedia  
Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media 
Mardikanto, T. dan Poerwoko Soebiato. 2019. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif 
Kebijakan Publik. Bandung: Cv Alfabeta  
Moleong,Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya 
Nofriansyah, Deny. 2018. Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. 
Yogyakarta : Deepublish 
Ratminto. Atik Septi Winarsih. 2007. Manajemen Pelayanan.Yogyakarta:Pustaka 
Sellang, Kamaruddin dkk. 2019. Strategi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dimensi, 
Konsep,Indikator dan Implementasinya. : Rappang: Cv. Penerbit Qiara Media  
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta 
Supriyono, Mariyanto. 2011. Buku Pintar Perbangkan. Yogyakarta : Andi 





- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
- http://tentangpelayananpublik.blogspot.com/_ 
- http://id.wikipedia.org/wiki/pelayanan_publik 
- Kantor Kelurahan Bahu 
- Kapoh, W. J., Liando, D. M., & Rares, J. J. (2017). Pemberdayaan Aparatur di Kelurahan Malalayang 
Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado. Jurnal Ilmiah Society, 1(24),1. 
- PAPUTUNGAN, J., OGOTAN, M., & TULUSAN, F. (2014). Pemberdayaan Aparat Kelurahan Dalam 
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Suatu Studi Di Kecamatan Singkil Kota 
Manado). JURNAL ADMINISTRASI BISNIS (JAB), 3(001). 
- Saleh, A. B., & Adiwidjaja, I. (2015). UPAYA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM RANGKA 
PEMBERDAYAAN PELAYANAN MASYARAKAT. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 3(2). 
KAMPAR, P. D. K. K., & HAFIZUDDIN, A. PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH. 
- Makapuas, R. (2014). PEMBERDAYAAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM RANGKA 
PELAYANAN MASYARAKAT (Suatu Studi di Kelurahan Bahoi Kecamatan Tagulandang Kabupaten 
SITARO). JURNAL EKSEKUTIF, 1(3). 
 
 
 
